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PENDAHULUAN 

Proses pemilihan umum menjadi inti dari struktur demokrasi di Indonesia. 

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang terintegrasi dalam sistem demokrasi 

untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menduduki lembaga perwakilan dan 

sebagai ekspresi pemenuhan hak asasi warga negara di ranah politik. Preferensi 

terhadap partai politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

pemilih dalam menetapkan pilihannya pada pemilihan umum. Dalam setiap 

pemilu, karakteristik pemilih sangat beragam, mulai dari mereka yang sudah 

memiliki pengalaman memilih dalam beberapa pemilu sebelumnya hingga 

kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Salah satu 

kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik adalah pemilih 

pemula. 

Pemilih pemula, yaitu individu yang baru pertama kali memiliki hak pilih 

dalam pemilu, umumnya berusia 17-21 tahun dan berasal dari kalangan pelajar, 

mahasiswa, serta pekerja muda. Sebagai kelompok yang baru terlibat dalam 

proses politik, memegang peranan penting dalam membentuk arah politik suatu 

negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam faktor-faktor 

yang berkontribusi pada pembentukan preferensi terhadap partai politik pada 

pemilih pemula. 

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, kelompok pemilih pemula menjadi 

subjek penelitian menarik. Menurut UU Pemilu Bab IV pasal 198 (Ayat 1), 

Pemilih Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan 

suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, yang 

mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena 

ketentuan Undang-Undang Pemilu. 

Menurut Fitri et al. (2020), kelompok pemilih pemula di Indonesia 

didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial, dua generasi dengan 

karakteristik unik yang memengaruhi perilaku politik mereka, di mana Generasi 

Milenial, lahir antara tahun 1981 hingga 1996, dikenal sebagai kelompok yang 
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adaptif terhadap teknologi karena tumbuh seiring dengan pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi, memiliki akses lebih baik terhadap 

pendidikan tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, serta cenderung berpikir 

kritis dan independen dalam menentukan pilihan politik, yang tercermin dalam 

partisipasi politik mereka yang signifikan dalam pemilihan kepala daerah, 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan akses informasi yang luas. 

Amelia (2024) mengemukakan bahwa Generasi Z, yang lahir antara tahun 

1997 hingga 2012, merupakan kelompok yang sejak lahir telah terpapar teknologi 

digital, menjadikan mereka mahir dalam memanfaatkan berbagai platform digital. 

Selain itu, generasi ini juga memiliki kemampuan multitasking yang baik serta 

menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu-isu sosial, seperti lingkungan, 

kesetaraan, dan keadilan sosial. Dalam konteks politik, Amelia (2024)menegaskan 

bahwa Generasi Z memiliki peran dominan dalam kehidupan politik Indonesia 

dan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah politik dan 

sosial di masa depan. 

Hasilnya, Gen Z, atau mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, 

akan memberikan suara yang cukup besar untuk pertama kalinya pada pemilu 

2024. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) generasi muda 

mendominasi pemilih Pemilu 2024 yaitu sebanyak 56,45% dari total keseluruhan 

pemilih. Dengan catatan sebanyak 33,60% (66.822.389) berasal dari generasi 

milenial dan sebanyak 22,85% (46.800.161) berasal dari generasi Z (Muhamad, 

2023). 

Dengan jumlah pemilih yang tinggi, pemilih pemula memiliki dampak 

yang signifikan terhadap hasil pemilihan umum. Partisipasi politik mereka 

mungkin memiliki pengaruh yang cukup besar, dan tingkat pengetahuan politik 

mereka merupakan komponen kunci dalam keterlibatan politik. Oleh karena itu, 

penelitian mengenai pemilih pemula dapat membantu kita memahami 

elemen-elemen yang mempengaruhi pengetahuan politik mereka (Inovatif, 2023). 
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Perbedaan preferensi partai politik antar generasi, khususnya Generasi Z, 

menunjukkan pandangan politik yang berbeda dari generasi sebelumnya. 

Nugraheni (2023) dalam Litbang Kompas menyebutkan bahwa Gen Z sangat 

antusias menggunakan suara mereka dalam pemilu, terutama dalam memilih 

presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Beberapa partai politik mulai 

mendapatkan kembali kepercayaan mereka, dengan antusiasme terbesar pada 

kontestasi pemilihan presiden. Fernandes et al. (2023) menyatakan bahwa faktor 

seperti kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, demokrasi, dan pemberantasan 

korupsi memengaruhi preferensi politik mereka.  

Pemilih muda sering merasa tidak puas dengan sistem atau partai politik. 

Tindaon (2018) dalam "Disfungsi Partai Politik" menyebutkan bahwa partai politik 

kehilangan identitasnya dan kurang memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga 

reformasi struktur partai diperlukan untuk mengembalikan fungsinya. Sugiarto & 

SATUNAMA (2017) menemukan bahwa citra buruk anggota parlemen turut 

memengaruhi ketidakpuasan publik terhadap partai politik, terutama terkait fungsi 

seperti menyampaikan aspirasi, mengontrol pemerintah, mengkader anggota, 

memberikan pendidikan politik, dan memilih anggota DPR berkualitas. Partai 

politik perlu melakukan perbaikan nyata untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi partai politik secara 

signifikan memengaruhi perilaku pemilih pemula, dengan memberikan motivasi 

dan panduan dalam partisipasi demokrasi. Preferensi politik menjadi landasan 

penting dalam pengambilan keputusan politik. Tamma (2021) menegaskan bahwa 

pendidikan kewarganegaraan merupakan alat penting untuk mendukung sosialisasi 

dan pendidikan politik pemilih pemula. Pendidikan ini meningkatkan pemahaman 

politik, memberikan pengetahuan tentang proses politik, dan mendorong mereka 

menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa kampanye politik, termasuk pesan 

kampanye dan interaksi langsung dengan kandidat, berpengaruh signifikan 
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terhadap preferensi partai politik dan perilaku pemilih pemula. Putra (2023) 

mengungkapkan bahwa pesan kampanye dapat memengaruhi pemilih pemula 

dalam menentukan pilihan partai atau kandidat politik. Paparan kampanye dan 

intensitas komunikasi politik dalam keluarga serta kelompok referensi, seperti 

yang ditemukan Asmoro (2013), juga berdampak pada partisipasi politik pemilih 

pemula. Hal ini menegaskan bahwa kampanye politik memainkan peran penting 

dalam membentuk preferensi dan partisipasi politik pemilih pemula selama 

pemilu. 

Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan dinamika politik 

yang signifikan, terutama terkait konfigurasi partai politik dan strategi koalisi 

yang dibentuk. Pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan (PDIP) berhasil memenangkan 

pemilu dengan dukungan koalisi partai-partai seperti Partai Golkar, Partai 

NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi ini mendukung 

terpilihnya kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Memasuki Pemilu 2024, peta politik mengalami perubahan. PDIP memilih 

untuk tidak berkoalisi dan maju secara independen, berbeda dengan strategi pada 

pemilu sebelumnya. Sementara itu, partai-partai lain membentuk koalisi baru 

untuk menghadapi kontestasi politik. Misalnya, Partai Gerindra yang dipimpin 

oleh Prabowo Subianto berhasil membentuk koalisi mayoritas di parlemen setelah 

Partai NasDem, yang sebelumnya mendukung rivalnya dalam pemilu, bergabung 

dengan koalisi tersebut. Dengan dukungan NasDem, koalisi Prabowo menguasai 

52% kursi parlemen, meningkat dari sebelumnya 43%. Langkah ini 

mempermudah proses legislasi, termasuk persetujuan anggaran tahun 2025. 

Prabowo dan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan 

putra sulung Jokowi, dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober 2024. Keputusan 

NasDem untuk mendukung Prabowo bertujuan menciptakan iklim politik yang 

lebih tenang. Koalisi ini, yang terdiri dari lima partai politik, juga sedang 

bernegosiasi dengan partai Islam terbesar yang memiliki 10% kursi parlemen. 

Keputusan NasDem untuk menarik dukungan dari pencalonan gubernur Jakarta, 

Anies Baswedan, mempengaruhi kampanyenya dan memaksanya mencari sekutu 
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baru. Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua Partai Golkar 

mempercepat kongres partai untuk memilih kepemimpinan baru. Analis 

menyarankan bahwa Presiden Jokowi berupaya mempertahankan pengaruhnya di 

Golkar setelah masa jabatannya berakhir (Teresia & Lamb, 2024).  

Perubahan konfigurasi partai politik antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 

tidak hanya mempengaruhi dinamika politik, tetapi juga menimbulkan 

kekhawatiran terkait kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia. 

Pada Pemilu 2024, terdapat indikasi penurunan kualitas demokrasi yang ditandai 

dengan beberapa peristiwa penting. 

Salah satu isu krusial adalah krisis konstitusional yang muncul ketika 

parlemen nasional memilih untuk mengabaikan dua putusan Mahkamah 

Konstitusi yang mengikat. Putusan tersebut seharusnya mencegah putra bungsu 

Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan regional dan 

mengurangi ambang batas pencalonan dalam pemilu. Namun, dalam sesi darurat 

parlemen, keputusan tersebut diabaikan, yang dianggap sebagai upaya untuk 

mempertahankan dominasi politik dan mengamankan kepentingan elit tertentu. 

Tindakan ini memicu kritik bahwa parlemen telah melemahkan supremasi hukum 

dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial (Muamar, 2024).  

Selain itu, laporan dari Green Network Asia pada Agustus 2024 

menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 

beberapa tahun terakhir. Melemahnya demokrasi ini dapat berdampak serius 

secara sosial, politik, dan ekonomi.  

Perubahan dalam konfigurasi partai politik dan dinamika koalisi antara 

Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia 

dalam menjaga kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi. Langkah-langkah 

strategis dan komitmen dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk 

memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip 

konstitusional dan aspirasi rakyat. 
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Studi tentang pengaruh preferensi partai politik terhadap perilaku memilih 

pemilih pemula di Indonesia memiliki beberapa kekurangan. Putra (2023) 

mengidentifikasi keterbatasan pendekatan kuantitatif, seperti desain survei yang 

terbatas pada sampel populasi, sehingga pemahaman kontekstual menjadi kurang 

mendalam. Selain itu, ukuran sampel yang kecil dapat memengaruhi validitas 

temuan dan generalisasi ke populasi pemilih pemula. Wibowo dkk. (2020) 

menyoroti keterbatasan fokus penelitian yang terlalu menekankan pemungutan 

suara sebagai bentuk partisipasi politik, sehingga mengabaikan partisipasi dalam 

konteks yang lebih luas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan 

metode penelitian yang lebih beragam, memperbanyak ukuran sampel, dan 

memperluas fokus untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai pengaruh preferensi partai politik terhadap perilaku pemilih pemula. 

Menurut Miriam Budiarjo (dalam Azed & Amir, 2013) partai politik adalah 

suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai-nilai dan cita-cita yang sama, bertujuan memperoleh kekuasaan politik yang 

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk 

melaksakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, 

partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preferensi adalah hak untuk 

didahulukan dan diutamakan dari yang lain, atau bisa juga diartikan sebagai 

prioritas, pilihan, kecenderungan, atau kesukaan. Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka penulis menyimpulkan preferensi partai politik adalah kecenderungan, 

pilihan, atau kesukaan individu atau kelompok terhadap partai politik tertentu, yang 
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mencerminkan prioritas mereka dalam mendukung organisasi yang terorganisir 

atas dasar kesamaan kehendak, nilai, cita-cita, dan orientasi. 

Faktor preferensi partai politik pada pemilih pemula dapat bervariasi 

tergantung pada konteks dan karakteristik pemilih. Berdasarkan dari berbagai 

sumber yang penulis baca, faktor yang dapat mempengaruhi preferensi partai 

politik pada pemilih pemula yakni pendidikan politik. Pendidikan politik adalah 

pemahaman tentang politik dan partai politik dapat memengaruhi preferensi 

pemilih pemula. Pendidikan politik yang baik dapat membantu pemilih pemula 

dalam memahami platform dan program partai politik (Azizurrahman, 2020). 

Selain itu preferensi politik keluarga, seperti pandangan politik ayah atau ibu, dapat 

memberikan pengaruh signifikan terhadap preferensi politik pemilih pemula 

(Rachmat & Esther, 2016).  

Selain itu, kampanye politik yang efektif juga menjadi faktor krusial. 

Kampanye melalui media sosial maupun tatap muka yang mampu 

mengkomunikasikan pesan-pesan yang relevan dan menarik perhatian pemilih 

pemula dapat membentuk preferensi politik mereka secara signifikan 

(Azizurrahman, 2020). Lebih jauh lagi, tingkat pendidikan pemilih memengaruhi 

cara mereka menilai ideologi dan program partai politik. Pemilih dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pandangan politik yang lebih 

terbuka dan rasional (Gitiyarko, 2022) 

Sementara itu menurut Jou (2016), terdapat beberapa faktor utama yang 

memengaruhi preferensi partai politik seseorang. Salah satu faktor tersebut adalah 

kekerasan partisi, di mana seorang pemilih yang memiliki afiliasi dengan partai 

besar atau kecil, atau yang menjadi pendukung utama partai sentris maupun partai 

kesediaan, cenderung memiliki preferensi politik yang berbeda. Hal ini 

menunjukkan bahwa kekuatan dan identitas partai memengaruhi bagaimana 

pemilih menentukan pilihan politiknya. 
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Selain itu, kesadaran terhadap demokrasi juga menjadi faktor yang signifikan. 

Pemahaman tentang demokrasi, termasuk preferensi terhadap jenis kabinet yang 

diinginkan, seperti kabinet dari satu partai (single-party) atau koalisi (coalition), 

dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam memilih partai politik. Faktor lain 

yang tidak kalah penting adalah isu ekonomi, di mana opini pemilih terhadap 

masalah ekonomi tradisional yang berkaitan dengan spektrum ideologi politik 

memiliki dampak besar terhadap preferensi mereka dalam memilih partai politik. 

Menurut Lukmajati (2016), terdapat beberapa aspek yang memengaruhi 

preferensi partai politik, terutama di kalangan pemilih pemula. Salah satu aspek 

utama adalah isu dan kebijakan politik yang relevan dengan kehidupan mereka. 

Misalnya, isu lingkungan, pendidikan, atau kesehatan sering kali menjadi perhatian 

khusus bagi pemilih pemula dan dapat memengaruhi keputusan mereka dalam 

mendukung partai politik tertentu. 

Selain itu, representasi agama atau keyakinan juga menjadi faktor penting. 

Beberapa pemilih pemula cenderung memilih kandidat yang mereka anggap 

mewakili agama atau keyakinan mereka, yang dapat berdampak langsung pada 

preferensi politik mereka. Di samping itu, representasi kelas sosial turut 

memainkan peran. Pemilih pemula sering kali mendukung kandidat yang dianggap 

mewakili kelas sosial mereka, melihatnya sebagai cara untuk menyuarakan 

kepentingan kelompok sosial tertentu. 

Faktor lain yang signifikan adalah loyalitas pada figur tertentu. Pemilih pemula 

mungkin memilih kandidat sebagai bentuk loyalitas terhadap figur yang mereka 

kagumi atau percayai, yang pada akhirnya memengaruhi preferensi politik mereka. 

Dengan demikian, isu dan kebijakan politik, representasi agama atau keyakinan, 

representasi kelas sosial, serta loyalitas pada figur tertentu menjadi aspek penting 

yang membentuk preferensi partai politik pemilih pemula. 

Perilaku pemilih (Voting behavior) adalah cara seseorang memilih pilihan 

yang dianggap paling sesuai atau disukai (Pasaribu et al., 2016). Perilaku memilih 
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adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilih saat menggunakan suara mereka, 

yang sangat berkaitan dengan keputusan mereka untuk memilih untuk calon politik 

tertentu atau tidak (untuk memilih atau tidak memilih) dalam pemilihan (Surbakti, 

2010). Keterlibatan pemilih adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang paling 

penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Perilaku pemilih juga mencakup 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan keputusan 

pilihan politik yang dipilih masyarakat (Hemay & Munandar, 2016). Menurut 

Budiardjo (2008), perilaku memilih dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang 

atau kelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, 

termasuk memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah 

secara langsung atau tidak langsung. Dari beberapa pengertian tersebut, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa perilaku memilih (Voting behavior) yaitu tindakan 

atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang saat memberikan suara atau memilih 

untuk memilih pilihan politiknya. 

Berdasarkan penelitian Alfaruqy (2019) dan Kulachai, Lerdtomornsakul, 

Homyamyen (2023), terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku memilih 

(Voting behavior). Alfaruqy (2019) mengidentifikasi lima faktor utama, dimulai 

dari personal kandidat, program yang ditawarkan kandidat, individu pemilih, 

lingkungan sosial dari pemilih, dan lingkungan sosial dari kandidat. Selain itu, 

tawaran kandidat berupa visi, misi, dan program kerja juga menjadi elemen penting 

yang memengaruhi pilihan pemilih. 

Selanjutnya, faktor personal pemilih turut berkontribusi, terutama jika terdapat 

kesamaan identitas sosial antara pemilih dengan kandidat atau adanya 

ketidaksukaan terhadap kandidat lain. Lingkungan sosial pemilih, seperti pengaruh 

keluarga, juga memiliki dampak signifikan dalam membentuk perilaku memilih. Di 

sisi lain, lingkungan sosial kandidat, termasuk partai politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan tim sukses, memainkan peran dalam memengaruhi persepsi 

pemilih terhadap kandidat. 
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Pendekatan yang berbeda ditawarkan oleh Kulachai, Lerdtomornsakul, dan 

Homyamyen (2023), yang membagi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku 

pemilih menjadi tiga kategori besar, yaitu individual-level factors, socio-cultural 

factors, dan political factors, yang saling berinteraksi dalam membentuk keputusan 

pemilih. Individual-level factors, seperti tingkat sosioekonomi dan pendidikan, 

memengaruhi cara individu mengakses dan mengolah informasi politik, di mana 

pemilih dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih kritis dalam 

mengevaluasi kandidat dan kebijakan yang ditawarkan. Socio-cultural factors, 

seperti norma sosial dan pengaruh keluarga, membentuk orientasi politik individu 

sejak dini dan dapat menentukan preferensi partai politik seseorang melalui 

interaksi dalam komunitas. Sementara itu, political factors, seperti kebijakan 

pemerintah dan strategi kampanye, berperan dalam memberikan eksposur dan 

membentuk opini publik, di mana pendekatan kampanye yang efektif dapat 

meningkatkan elektabilitas kandidat di mata pemilih pemula. 

Menurut Ariffin & Rustam (2019), terdapat beberapa aspek yang memengaruhi 

perilaku memilih (Voting behavior), terutama dalam konteks pemilih di Kecamatan 

Campalagian. Pendekatan psikologis menjadi salah satu faktor utama, di mana 

pemilih cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan partai politik tertentu yang 

dianggap mewakili kepentingan mereka. Identifikasi ini mendorong mereka untuk 

memilih kandidat yang diusung oleh partai-partai tersebut. Selain itu, pemilih juga 

menggunakan pendekatan retrospektif, yaitu dengan mempertimbangkan rekam 

jejak calon bupati dan wakil bupati. Mereka mengevaluasi kinerja kandidat pada 

jabatan sebelumnya serta manfaat kebijakan yang telah mereka hasilkan untuk 

menentukan pilihan mereka. 

Selanjutnya, pendekatan sosiologis turut memengaruhi perilaku memilih, 

terutama melalui faktor ras dan hubungan keluarga. Di Campalagian, terdapat 

pemilih tradisional yang menentukan pilihan berdasarkan alasan primitif seperti 

kesamaan etnis dan ikatan keluarga. Hal ini mencerminkan pola perilaku memilih 

yang masih terikat oleh faktor-faktor sosial tertentu. 
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Namun, terdapat pula pemilih yang menggunakan pendekatan pilihan rasional, 

yang menunjukkan perkembangan dalam perilaku memilih. Pendekatan ini 

melibatkan pertimbangan rasional, seperti menilai visi, misi, dan rencana kerja 

yang ditawarkan oleh kandidat. Pemilih yang menggunakan pendekatan ini lebih 

fokus pada kapasitas dan program kerja kandidat daripada aspek-aspek tradisional 

seperti etnisitas atau hubungan keluarga. 

Preferensi partai mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu, termasuk 

pemilih pemula. Beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi politik seseorang 

antara lain nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan, sosialisasi politik, dan 

orientasi program kandidat terhadap satu sama lain. Selain itu, pendidikan 

kewarganegaraan juga memainkan peran penting dalam membentuk preferensi 

politik awal bagi para pemilih pemula. Pemahaman awal pemilih baru mengenai 

politik dapat dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan.  

Oleh karena itu, pemahaman preferensi politik pemilih pemula perlu 

dipertimbangkan dalam konteks sosialisasi politik dan pendidikan 

kewarganegaraan. Selain itu, faktor sosiologi seperti daerah asal calon legislatif 

dan ikatan keluarga dengan calon pemilih, serta faktor psikologis seperti 

kedekatan yang terjalin dengan calon legislatif, serta faktor rasional terkait 

program dan jumlah yang ditawarkan. oleh partai, semuanya dapat mempengaruhi 

hasil pemilu. Hal ini juga mempengaruhi perilaku pemilih pemula. 

Perubahan perilaku pemilih memerlukan pengawasan cermat oleh partai 

politik dan calon pemimpin yang muncul melalui jalur independen. Partisipasi 

politik pemilih pemula merupakan indikator penting kualitas demokrasi saat ini 

dan perlu diperhatikan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi 

politik karena situasi masih belum stabil dan rentan terhadap pengaruh partai 

(Syafhendry, 2016). 

Studi oleh Schäfer et al. (2020) dan Pohl et al. (2021) menunjukkan pengaruh 

signifikan preferensi partai politik terhadap perilaku memilih pemilih pemula. 

Schäfer et al. menyoroti meningkatnya kesenjangan partisipasi pemilih pemula 

sejak 1980-an, terutama di kalangan mereka yang memiliki sumber daya terbatas. 

Pohl et al. mengamati bahwa mahasiswa baru cenderung mengubah preferensi 
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politik mereka selama tahun pertama di perguruan tinggi, dengan kecenderungan 

mendukung Partai Demokrat. 

Ohme (2019) menegaskan bahwa media sosial memainkan peran penting 

dalam meningkatkan partisipasi kampanye pemilih pemula dibandingkan dengan 

pemilih berpengalaman, berkat paparan komunikasi politik langsung. Ohme et al. 

(2018) menambahkan bahwa paparan media sosial dapat meningkatkan kepastian 

pilihan suara pemilih pemula seiring kampanye berlangsung, sekaligus membantu 

generasi muda menemukan posisi politik mereka. Studi-studi ini menunjukkan 

interaksi kompleks antara preferensi partai politik, media sosial, dan perilaku 

memilih pemilih pemula, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, dan 

paparan media. 

Hubungan antara preferensi partai politik dan perilaku memilih pemilih 

pemula mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti usia, gender, dan karakteristik 

kandidat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kulachai, 

Lerdtomornsakul, Homyamyen (2023) di mana pemilih pemula yang memiliki 

pengetahuan politik yang lebih tinggi dan minat politik yang lebih besar 

mengikuti sikap politik mereka sebelum kampanye saat memilih. 

Pengaruh preferensi partai politik pada perilaku memilih pemilih pemula 

mungkin bervariasi tergantung pada konteks regional dan politik lokal. Sebuah 

penelitian yang oleh Lee dkk di Taiwan tahun (2016) menemukan bahwa pemilih 

tersebut secara luas merupakan individu yang rasional dan berpikiran, dengan 

preferensi partai politik yang eksplisit menjadi pengaruh yang terbaik untuk 

mengprediksi pilihan mereka. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui secara empiris pengaruh preferensi partai politik terhadap Voting 

behavior pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024. 

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah “Apakah preferensi partai politik berpengaruh terhadap Voting behavior 

(perilaku memilih) pemilih pemula pada Pemilu 2024?” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh preferensi partai 

politik terhadap Voting behavior pemilih pemula pada Pemilu 2024. 
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Manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Secara 

teroritis penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik yang membahas 

perilaku politik pemilih pemula di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilu 

2024. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang luas bagi berbagai 

pihak. Bagi partai politik, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

mengenai strategi yang efektif untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih 

pemula, baik melalui isu, program, maupun kampanye politik yang relevan. Di 

sisi lain, bagi pemilih pemula sendiri, penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya preferensi partai politik dalam 

memengaruhi keputusan memilih, sehingga mereka dapat membuat pilihan politik 

yang lebih bijaksana dan informatif. 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh preferensi partai 

politik terhadap perilaku memilih (Voting behavior) pemilih pemula pada Pemilu 

2024. 

 


